KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-4090/KASN/12/2020 Jakarta, (4 Desember 2020
Sifat : Segera

Lampiran -

Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran

Netralitas ASN a.n. Sdr. Irwan
Siswandi Rusli, S.Sos.
NIP 19770412 200902 1 001

Yth.,
Walikota Tanjungpinang
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)

di

Senggarang, Provinsi Kepulauan Riau

L

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan
kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen
ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN
bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e,
KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen
yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait
pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32
ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota
Tanjungpinang Nomor: 154/K.Bawaslu-KR-06/PM.05.02/X/2020 tanggal 12 Oktober
2020 tentang Penerusan Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Lainnya dan Kajian
Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PG/Kota/10.01/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020,
yang diterima KASN pada tanggal 14 Oktober 2020, diperoleh informasi bahwa Sdr.
Irwan Siswandi Rusli, S.Sos., NIP. 197704122009021001, ASN dengan jabatan
Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan
Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang terbukti:

Menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Calon Walikota Tanjung Pinang a.n.
Ansar Ahmad dengan cara memberikan like dan komentar pada unggahan akun Pro
Kepri di group facebook Info Pinang berupa berita berjudul “Ansar Janji Berikan 1
Motor Buat 10.000 RT/RW se-Kepri” pada tanggal 30 September 2020.

Komentar ybs menyebutkan “Terkadang kita harus cerdas membaca dan memahami
berita, sepertinya yg sy pahami isi berita bantuan motor tsbt melalui anggaran APBD
yg artinya ini hal yg mungkin saja ketika ada niat baik seorang calon saat jd nanti
menganggarkan anggarn belanja tsbt ini sifatnya utk memikirkn langkah operasional
RT/RW yg mana itu bagian dr perangkat perpanjangan tangan pemerintah,hal yg
wajar dan janji yg masuk akal menurut sy bgtu jg ada seorang Paslon yg
berkeinginan meningkatkan status THL mnjd PTT Hany balik ke kita masyarakat
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saja gmn memahami nya dgn cerdas dan positif think semoga ketiga calon punya
misi yg bertujuan utk memulihkan Ekonomi kita myjdkn itu prioritas utama’.

Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik
dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1)

Pasal 2 huruf f, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan

manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa

setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun
dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan

prinsip kode etik dan kode perilaku.

Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan

tugas secara profesional dan tidak berpihak.

Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi

pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau

Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya.

Huruf k, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan

integritas ASN;

Huruf |, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

mengenai disiplin Pegawai ASN.

Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari

pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 23 huruf d, menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 86, menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan
disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1)

2)

Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa Pelanggaran disiplin adalah setiap
ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat
PNS;



Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan.

3) Pasal 4 angka 15, menyebutkan bahwa Setiap PNS dilarang memberikan
dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara:

Huruf a, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah:

Huruf b, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

Huruf c, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

Huruf d, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4) Pasal 9, menyebutkan bahwa Hukuman disiplin sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:

Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersangkutan;

Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan.

5) Pasal 12 angka 9, menyebutkan bahwa Hukuman disiplin sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatunkan bagi pelanggaran
terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 15 huruf a dan huruf d.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Kode Perilaku PNS
1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah
laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya
dan pergaulan hidup sehari-hari;



Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan
Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan
kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi
oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan
kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan
berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap
diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf ¢ menyebutkan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

d. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian
Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor
167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10
September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020, dalam lampirannya dinyatakan bahwa salah satu pelanggaran netralitas
adalah kampanye/ sosialisasi media sosial (posting, comment, share, like).
Perbuatan tersebut dilakukan setelah penetapan calon sehingga merupakan
pelanggaran Disiplin  PNS dan dikenakan hukuman disiplin  yang
pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4. Sehubungan dengan Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang dan Ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan
kepada Walikota Tanjungpinang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

a. Memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama
Sdr. Irwan Siswandi Rusli, S.Sos., NIP. 197704122009021001, ASN dengan
jabatan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada
Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang,
yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS.

b. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Keputusan
Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi
Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor
6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang
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5.

Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja
Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik
atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam
melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode
etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya
mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera
dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa
berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk
menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang
Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Data pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sdr. Irwan Siswandi Rusli, S.Sos.,
NIP. 197704122009021001 akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara,
sehingga pelayanan kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK), akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya
rekomendasi KASN.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dapat segera
dilaporkan melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:
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Menteri Dalam Negeri;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Gubernur Kepulauan Riau;

Kepala Kantor Regional XIl Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Tanjungpinang;

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.



